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Abstract. The use of cannabis for medical purposes in Indonesia raises legal issues because
Law No. 35 of 2009 on Narcotics prohibits its use in health services, while Law No. 17 of
2023 on Health guarantees patients' rights to health services according to their medical
needs. This study aims to analyze legal protection for medical cannabis users based on
patient rights and their position in the perspective of victimology. The method used is
normative juridical with a legislative approach and qualitative analysis. The results of the
study show that legal protection for medical cannabis users has not been adequately fulfilled
and is still dominated by a punitive approach, so that from a victimology perspective,
medical cannabis users are more appropriately viewed as victims of structural victimization.
Therefore, legal policies are needed that distinguish the use of cannabis for medical purposes
from narcotics abuse in order to guarantee the protection of patients' rights to health.
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Abstrak. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia menimbulkan persoalan
hukum karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang
penggunaannya dalam pelayanan kesehatan, sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan menjamin hak pasien atas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna ganja
medis berdasarkan hak pasien serta kedudukannya dalam perspektif viktimologi. Metode
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
pengguna ganja medis belum terpenuhi secara memadai dan masih didominasi pendekatan
pemidanaan, sehingga dalam perspektif viktimologi pengguna ganja medis lebih tepat
dipandang sebagai korban viktimisasi struktural. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan
hukum yang membedakan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dari penyalahgunaan
narkotika guna menjamin perlindungan hak atas kesehatan pasien.
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A. Pendahuluan

Indonesia menganut kebijakan pelarangan terhadap penggunaan narkotika, termasuk ganja,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam
ketentuan tersebut, ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya
dalam pelayanan kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1). Kebijakan ini bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Namun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang medis menunjukkan bahwa
ganja memiliki potensi terapeutik bagi beberapa penyakit tertentu yang tidak dapat ditangani secara
efektif melalui pengobatan konvensional. Dalam praktiknya, terdapat pasien yang menggunakan ganja
sebagai alternatif pengobatan demi mempertahankan kualitas hidup dan kelangsungan hidupnya.
Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika penggunaan ganja tersebut justru berujung pada
kriminalisasi.

Kasus Fidelis Arie yang menggunakan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita
syringomyelia, serta perjuangan orang tua anak penyandang cerebral palsy seperti Dwi Pertiwi, Pipit
Sri Hartanti, dan Supardi dalam mencari akses ganja medis, menunjukkan adanya ketegangan antara
kebutuhan medis dan ketentuan hukum positif. Alih-alih memperoleh perlindungan hukum, para
pengguna ganja medis justru diposisikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Disisi lain, Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan
bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, standar
profesi, dan pelayanan yang bermutu. Ketentuan ini menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang
memiliki hak untuk menentukan pengobatan yang dibutuhkan. Pertentangan antara kedua regulasi
tersebut menimbulkan problem viktimologis, di mana pengguna ganja medis dapat dipandang sebagai
korban dari kebijakan hukum yang represif dan tidak adaptif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pengguna ganja
berdasarkan hak pasien untuk kebutuhan medis dalam hukum positf di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan pengguna ganja untuk kebutuhan medis sebagai dampak regulasi dalam

Undang-Undang Narkotika perspektif viktimologi?.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan fokus
utama pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan
Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan ganja medis, serta ketentuan hukum lain yang relevan.
Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur yang berkaitan dengan
perlindungan hukum, viktimologi, hak pasien, dan narkotika.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji,
menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang telah
dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara
sistematis dan mengaitkannya dengan teori perlindungan hukum dan viktimologi untuk menjawab
rumusan masalah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian Bentuk Perlindungan Hukum yang Seharusnya Diberikan kepada Pengguna Ganja
Berdasarkan Hak Pasien untuk Kebutuhan Medis dalam Hukum Positif di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum memberikan perlindungan
hukum yang memadai bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis. Undang-Undang Nomor 35
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Tahun 2009 tentang Narkotika masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I yang dilarang
digunakan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Ketentuan tersebut
mencerminkan pendekatan represif yang berorientasi pada pemidanaan, tanpa memberikan ruang
diferensiasi antara penggunaan ganja untuk kepentingan medis dan penyalahgunaan narkotika.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa
setiap pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, standar
profesi, dan pelayanan yang bermutu. Hak tersebut menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang
berhak menentukan pilihan pengobatan, khususnya ketika pengobatan konvensional tidak
memberikan hasil yang efektif. Dalam konteks ini, penggunaan ganja sebagai alternatif pengobatan
seharusnya dipahami sebagai bagian dari pemenuhan hak pasien atas kesehatan.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap pengguna ganja
medis belum diwujudkan baik secara preventif maupun represif. Tidak terdapat mekanisme hukum
yang memungkinkan pasien memperoleh izin atau perlindungan sebelum menggunakan ganja untuk
kebutuhan medis. Sebaliknya, perlindungan yang diberikan negara justru bersifat represif, yaitu
melalui proses penegakan hukum pidana yang berujung pada kriminalisasi pasien. Kondisi ini
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan hukum dengan implementasi hukum
narkotika yang berlaku.

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pengguna
ganja medis adalah perlindungan yang berorientasi pada hak pasien dan nilai kemanusiaan.
Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk melegalkan ganja secara bebas, melainkan
memberikan ruang pengaturan yang membedakan penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dari
penyalahgunaan narkotika, sehingga pasien tidak kehilangan haknya atas pelayanan kesehatan dan
perlindungan hukum.

Kedudukan Pengguna Ganja untuk Kebutuhan Medis sebagai Dampak Regulasi dalam Undang-
Undang Narkotika Perspektif Viktimologi

Berdasarkan perspektif viktimologi, pengguna ganja untuk kebutuhan medis lebih tepat dipandang
sebagai korban viktimisasi struktural akibat kebijakan hukum narkotika yang bersifat represif.

Viktimologi tidak hanya mempelajari korban tindak pidana konvensional, tetapi juga korban yang
muncul akibat sistem hukum dan kebijakan negara yang menimbulkan penderitaan. Dalam konteks
ini, pengguna ganja medis mengalami penderitaan hukum bukan karena niat jahat atau perilaku
kriminal, melainkan sebagai konsekuensi dari regulasi yang tidak adaptif terhadap kebutuhan medis.

Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menciptakan
kondisi di mana pasien yang berupaya memenuhi hak atas kesehatan justru diposisikan sebagai pelaku
tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor
13/PUU-XXI1/2024 yang menolak permohonan uji materiil terkait ganja medis semakin memperkuat
keberlakuan kebijakan tersebut. Akibatnya, pasien dan keluarganya harus menanggung dampak
hukum, sosial, dan psikologis dari proses kriminalisasi.

Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan
antara tujuan penegakan hukum narkotika dan perlindungan hak asasi manusia. Pengguna ganja medis
menjadi korban dari sistem hukum yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen utama tanpa
mempertimbangkan konteks medis dan kemanusiaan. Mereka mengalami viktimisasi bukan oleh
pelaku kejahatan, melainkan oleh kebijakan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kedudukan pengguna ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif
viktimologi adalah sebagai korban kebijakan hukum (victim of the system). Pendekatan ini
menegaskan bahwa pengguna ganja medis tidak dapat disamakan dengan pelaku penyalahgunaan
narkotika, melainkan sebagai individu yang terdampak secara langsung oleh regulasi yang belum
memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Kondisi tersebut juga menimbulkan bentuk viktimisasi sekunder bagi pengguna ganja medis,
yaitu penderitaan tambahan yang muncul akibat respons sistem hukum dan lingkungan sosial terhadap
mereka. Pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan justru menghadapi stigma, ketakutan akan
sanksi pidana, serta tekanan psikologis akibat proses hukum yang mungkin terjadi. Situasi ini
memperlihatkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan dapat
memperburuk kondisi korban, terutama bagi pasien yang memiliki kebutuhan medis mendesak.

Selain itu, dalam kerangka hak asasi manusia, hak atas kesehatan merupakan hak fundamental
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yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Ketika
regulasi narkotika tidak memberikan ruang bagi pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis yang
telah terbukti secara ilmiah di beberapa negara, maka muncul potensi konflik antara kebijakan
pengendalian narkotika dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Dalam perspektif viktimologi,
konflik tersebut dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pasien yang membutuhkan alternatif
pengobatan yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih proporsional dan berbasis pada
pertimbangan medis, ilmiah, serta kemanusiaan. Reformulasi kebijakan narkotika yang
mempertimbangkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis dapat menjadi salah satu langkah
untuk mengurangi potensi viktimisasi terhadap pasien. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen pengendalian narkotika, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap
individu yang membutuhkan pengobatan demi menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan
sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pengguna ganja untuk kebutuhan medis dalam hukum positif
Indonesia belum terpenuhi secara memadai. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I yang dilarang digunakan
dalam pelayanan kesehatan, sehingga pendekatan yang diterapkan lebih bersifat represif dan
berorientasi pada pemidanaan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum
preventif bagi pasien yang membutuhkan ganja sebagai alternatif pengobatan, meskipun hak
pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis telah dijamin dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan hukum yang mampu membedakan secara jelas antara penggunaan ganja untuk
kebutuhan medis dan penyalahgunaan narkotika agar hak pasien atas kesehatan dapat
terlindungi.

2. Dalam perspektif viktimologi, pengguna ganja untuk kebutuhan medis lebih tepat dipandang
sebagai korban viktimisasi struktural akibat kebijakan hukum narkotika yang bersifat represif.
Pengguna ganja medis mengalami penderitaan hukum, sosial, dan psikologis bukan karena
adanya niat kriminal, melainkan sebagai konsekuensi dari regulasi yang belum adaptif terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan medis. Regulasi dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menempatkan pengguna ganja medis sebagai
pelaku tindak pidana, padahal mereka sejatinya adalah pasien yang berupaya memenuhi hak
atas kesehatan. Dengan demikian, pengguna ganja medis merupakan korban kebijakan hukum
(victim of the system) yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih adil dan
berorientasi pada nilai kemanusiaan.
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